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TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN

[bookmark: _Toc130758194]2.1	Penelitian Sebelumnya

Penelitian Sebelumnya atau disebut juga Penelitian Terdahulu berisi penelitian- penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh peneliti-peneliti lain yang substansinya sama atau minp dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Penelitian Sebelumnya dapat berupa jurnal, laporan penelitian, skripsi dan disertasi.
Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

	No.
	Judul
	Persamaan dengan Penelitian yang Dilakukan Peneliti
	Perbedaan dengan Penelitian yang Dilakukan Peneliti

	1
	Judul : Evaluasi Pelaksanaan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Desa Bontolgebang Kecamatan Kelara Kabupaten Jeneponto
Nama Peneliti : ST. Nurul Faisa Resky
Lembaga Peneliti : Universitas Muhammadiyah Makasar
Tahun : 2022



	Persamaannya yaitu meneliti  evaluasi pelaksanaan KIS, 
	Perbedaan pada teori yang digunakan. Pada penelitian tersebut menggunakan teori menurut William Dunn sedangkan peneliti menggunakan teori menurut Leo Agustino.

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	2
	Judul : Evaluasi Program Jaminan Kesehatan Nasioan (JKN) di Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2014-2015 
Nama Peneliti : Gustian Putradi AD
Lembaga Peneliti : Universitas Diponegoro, Semarang
Tahun : 2015
	Persamaannya yaitu meneliti pelaksanaan program KIS
	Perbedaannya pada indikator yang digunakan. Jika peneliti tersebut menggunakan tiga indikator yaitu implementasi kepersertaan, implementasi pembiayaan, dan implementasi pelayanan maka peneliti menggunakan lima indikator, yaitu sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana prasarana dan teknologi, finansial dan regulasi (pendukung).

	3
	Judul: Evaluasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional
Nama Peneliti : Arip Suprianto, Dyah Mutiarin
	Persamaannya metode yang digunakan kualitatif deskriptif
	Perbedaannya pada penelitian tersebut yang menjadi objek

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	





	Lembaga Peneliti : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Tahun : 2017
	
	penelitian adalah pengguna BPJS dan teori yang digunakan yaitu William Dunn, sedangkan peneliti yang menjadi objek penelitian adalah pengguna KIS dan teori yang digunakan yaitu Leo Agustino.

	4
	Judul: Evaluasi Pelaksanaan KIS (Kartu Indonesia Sehat) di Desa Pintu Gobang Kari Kecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi
Nama Peneliti : Maibela Anggraini dan Syapril Abdullah
Lembaga Peneliti : Universitas Islam Riau
Tahun : 2018
	Persamaannya yaitu melakukan penelitian terkait evaluasi program KIS.
	Perbedaannya pada penelitian tersebut menggunakan metode kuantitatif Sedangkan peneliti menggunakan metode kualitatif. 

	5
	Judul : Evaluasi Implementasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Puskesmas Sei Baung Palembang
	Persamaannya dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif.
	Perbedaannya pada penelitian tersebut yang menjadi objek penelitian adalah

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)

	5
	Nama Peneliti : Farah Fadhillah
Lembaga Peneliti : Universitas Sriwihaya
Tahun : 2021
	
	pengguna BPJS sedangkan peneliti yang menjadi objek penelitian adalah pengguna KIS



Berdasarkan tabel diatas persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian penulis dapat ditarik kesimpulan persamaannya yaitu menggunakan menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mendapatkan informasi secara mendalam. Untuk perbedaan pada penelitian sebelumnya dengan penelitian penulis diantaranya (i) para peneliti melakukan evaluasi program Jaminan Kesehatan Nasional pada penggunaan Kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), sedangkan penulis melakukan penelitian pada penggunaan Kartu Indonesia Sehat (KIS), (ii) perbedaan teori yang digunakan, dimana teori yang digunakan penelitian sebelumnya adalah teori menurut William N. Dunn sedangkan peneliti menggunakan teori menurut Leo Agustino, dan (iii) indikator yang digunakan peneliti sebelumnya yaitu implementasi kepersertaan, implementasi pembiayaan, dan implementasi pelayanan sedangkan indikator yang digunakan peneliti yaitu sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana prasarana dan teknologi, finansial dan regulasi (pendukung).

[bookmark: _Toc130758195] 2.2	Tinjauan Pustaka

1.2.1 Kebijakan Publik
Kata ‘publik’ dalam bahasa inggris sangat erat kaitannya dengan segala sesuatu yang menyangkut masyarakat atau orang banyak. Sementara itu, diliat dari aspek sejarah perkembangannya, pengertian kata public muncul dari dua sumber. Pertama, berasal dari bahasa Yunani, pubes, yang berarti kedewasaan, baik kedewasaan fisik, emosional, maupun intelektual. Dalam khazanah sosiologi dan psikologi, kemudian sosial seorang manusia yaitu masa transisi yang ditandai dengan adanya perubahan seorang individu dari awalnya mementingkan diri sendiri (self-centered individuals) ke arah usaha memandang dan memperhitungkan orang-orang di luar dirinya. Kedua, kata public yang juga berasal dari Yunani, koinon, yang diadopsi ke dalam bahasa Inggris menjadi common yang menekankan tentang pentingnya suatu hubungan (relationship) antarindividu.
Merujuk pengertian tersebut di atas, kata publik pertama-tama dapat dimengerti sebagai benda (things) apabila hal tersebut menyangkut suatu keputusan publik. Dan kedua, kata publik dapat berarti suatu kemampuan (capity) apabila hal tersebut menyangkut kemampuan untuk berfungsi secara publik, yaitu kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain dan kemampuan untuk mengerti hubungan dengan orang lain dan kemampuan untuk mengerti hubungan antara tindakan-tindakan seorang individu dengan akibat yang ditimbulkannya bagi orang lain secara komprehensif.
Pemerintah dalam rangka melaksanakan fungsi regulasi (pengaturan), telah menetapkan berbagai kebijakan publik.wujud kebijakan publik pada umumnya berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Perpu, Keputusan dan Instruksi Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, dan lain-lain. Peraturan perundang-undangan tersebut bersifat mengikat seluruh aparat pelaksana dan kelompok sasaran kebijakan.
Menurut Friedrich (1969) kebijakan sebagai upaya yang selalu berhubungan dengan usaha untuk mencapai beberapa maksud atau tujuan. Walaupun maksud atau tujuan dari pemerintah tidak selalu mudah untuk dicapai, tetapi ide bahwa kebijakan melibatkan perilaku yang mempunyai maksud, merupakan bagian terpenting dari definisi kebijakan.
Definisi lain pernah juga diajukan oleh Eualau dan Prewitt (1973) yang menyatakan: Kebijakan adalah ‘keputusan tetap’ yang dicirikan oleh konsistensi dan perngulangan (repetitiveness) tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.
Sementara itu, Anderson (1990) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekolompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.
Dari berbagai defiisini kebijakan publik diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan publik mempunyai beberapa karakteristik, pertama kebijakan publik memiliki maksud atau tujuan tertentu, kebijakan mempunyai sasaran dan berorientasi, kedua kebijakan publik dibuat oleh pihak berwenang, dan ketiga kebijakan didasarkan atas aturan hukum dan merupakan tindakan yang bersifat memerintah.
Banyak tipe kebijakan yang diformulasikan oleh pemerintah, sehingga kebijakan-kebijakan tersebut mempunyai kategorinya masing-masing. Secara teoritik ada lima tipe kebijakan publik, diantaranya :
1. Kebijakan Substansial dan Kebijakan Prosedural.
Kebijakan substansi menitikberatkan pada kegiatan atau aktivitas-aktivitas pemerintah untuk menyelesaikan suatu masalah yang mendasar. Sementara itu pada kebijakan prosedural meliputi siapa yang akan melaksanakan atau bagaimana kebijakan tersebut bisa dilaksanakan. 
2. Kebijakan Liberal dan Kebijakan Konservatif
Kebijakan liberal lebih kepada keterlibatan pemerintah untuk melakukan perubahan yang mendasar yang dapat dirasakan warga masyarakatnya. Sedangkan untuk kebijakan konservatif  mengarah pada keputusan-keputusan yang diambil pemerintah untuk mempertahankan kondisi yang sedang berlangsung pada suatu masa. Sehingga kebijakan ini untuk mempertahankan aturan sosial yang mereka anggap sudah baik dan mapan sehingga perubahan-perubahan sosial dirasa tidak perlu  ada perubahan kebijakan.
3. Kebijakan Distributif, Kebijakan Redistributif, Kebijakan Regulator dan Kebijakan Self Regulatory
Kebijakan distributif merupakan yang dilakukan pemerintah untuk menyebarkan pelayanan kepada individu, kelompok atau komunitas tertentu. Untuk kebijakan redistributif adalah usaha pemerintah yang dilakukan secara hati-hati untuk memindahkan alokasi dana dari kekayaan, pendapatan, atau hak kelompok rakyat tertentu kepada kelompok rakyat lainnya. Selanjutnya kebijakan regulatori adalah kebijakan tentang penggunaan pembatasan atau larangan individu atau kelompok tertentu, sehingga bersifat mengurangi kebebasan individu atau kelompok tertentu untuk memiliki atau berbuat sesuatu. Dan yang terakhir kebijakan self regulatory adalah kebijakan untuk mengawasi atau membatasi beberapa bahan atau produk tertentu. Hal ini dibuat untuk melindungi atau menawarkan kepentingan terhadap kelompok tertentu.
4. Kebijakan Material dan Kebijakan Simbolis
Kebijakan material adalah kebijakan yang meberikan sumber-sumber material nyata bagi mereka yang berhak menerimanya. Sedangkan untuk kebijakan simbolis lebih bersifat penghormatan terhadap nilai-nilai tertentu daripada pemberian dalam bentuk nyata.
5. Kebijakan Collective Goods dan Kebijakan Private Goods
Barang kolektif adalah kebijakan untuk menyediakan barang-barang dan pelayanan-pelayanan bagi orang banyak, dan biasanya barang tersebut disediakan oleh lembaga privat karena cakupannya yang luas. Sementara itu untuk kebijakan barang privat adalah kebijakan yang dapat dibagi kepada akhir tertentu dimana penggunaannya dapat dikena biaya.
Pada perumusan kebijakan publik tentunya ada banyak aktor yang terlibat aktif dalam memformulasikan kebijakan publik untuk menyelesaikan konflik yang ada di masyarakat. Para perumus kebijakan ini diistilahkan dengan nama aktor-aktor kebijakan, yang menurut Howlett & Ramesh (Dasar-Dasar Kebijakan Publik 2020:25) aktor-aktor kebijakan publik dikategorikan ke dalam dua kutub besar, pertama aktor yang terlibat langsung dalam formulasi kebijakan, dan kedua aktor yang tidak terlibat proses formulasi kebijakan (tetapi ikut serta dalam memberikan masukan dan turut mempengaruhi konten kebijakan publik). Sehingga aktor-aktor kebijakan adalah aktor yang berinteraksi, bersinggungan, dan berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung dalam proses kebijakan. 
Aktor-aktor kebijakan dibagi menjadi dua, ada aktor negara dan aktor non-negara. Aktor negara terdiri dari lembaga legislatif, lembaga eksekutif dan lembaga yudikatif. Untuk aktor non-negara terdiri dari kelompok-kelompok kepentingan dan kelompok penekan, partai politik, media massa, dan warga negara sebagai individu.
A. Aktor Negara
Aktor atau pejabat pembuat kebijakan adalah orang yang mempunyai wewenang yang sah untuk ikut serta daam memformulasi hingga menetapkan kebijakan. Aktor-aktor kebijakan ini mempunya tugas yang berbeda sehingga kebijakan yang dihasilkan pun berbeda mengikut pada lembaga atau institusinya.
1. Lembaga Legislatif
Peran utama anggota legislatif adalah membuat produk hukum yang berupa kebijakan. Hal inilah yang menjadikan lembaga legislatif mempunyai tugas utama dalam membuat dan meformulasikan kebijakan. 
2. Lembaga Eksekutif
Keterlibatan presiden dalam membuat kebijakan dapat dilihat pada komisi-komisi presidensial atau dalam rapat kabinet. Presiden juga kadangkala membentuk kelompok-kelompok atau komisi-komisi penasehat yang terdiri dari warga negara ataupun pejabat-pejabat yang ditunjuk untuk menyelidiki kebijakan tersebut dan untuk mengembangkan usulan-usulan kebijakan.
3. Lembaga Yudikatif 
Mempunyai wewenan  untuk menentukan arah kebijakan publik. Lembaga yudikatif mempunyai wewenang untuk melakukan peninjauan ulang hukum (judical review), dengan mempunya kekuasaan tersebut lembaga yudikatif dapat mempengaruhi kebijakan publik. Lembaga yudikatif juga tidak jaran diminta untuk mengartikan dan menentukan arti dari suatu peraturan atau perundang-undangan yang tidak jarang diinterpretasikan secara berbeda oleh lembaga-lembaga yang sedang berseketa. Sehingga konsekuensi dari tindakannya adalah memberikan pengaruh kepada kebijakan yang dipilih oleh lembaga yang menang sengketa.
B. Aktor Non-Negara
Aktor-aktor non-negara juga terlibat (baik secara langsung maupun tidak langsung) dalam proses perumusan kebijakan. Keterlibatan mereka untuk memberikan masukan terhadap formulasi dan implementasi kebijakan. Aktor-aktor non negara ini dikenal sebagai stakeholders sekunder yang keterlibatannya sangat diperlukan dan penting dalam situasi-situasi tertentu walau pada dasarnya mereka tidak memiliki wewenang yang sah untuk memformulasikan kebijakan publik.
1. Kelompok Kepentingan dan Kelompok Penekan
Kelompok kepentingan dan kelompok penekan mempunyai peran dan fungsi untuk ‘mempertemukan kepentingan’ warga dengan aktor pembuat kebijakan. Kelompok-kelompok ini akan memberikan banyak informasii kepada pejabat publik yang bersifat teknis mengenai kemungkinan dan akibat yang dapat terjadi jika usulan kebijakan terebut akan diambil oleh aktor kebijakan formal. Sehingga pemerintah akan menggali keinginan atau kebutuhan warga yang belum dapat diberikan atau disediakan dengan baik, pada akhirnya pemerintah dapat memformulasikan kebijakan yang lebih komprehensif dan mampu menjawab keinginan serta kebutuhan masyarakatnya.
2. Partai Politik
Partai politik adalah organisasi untuk mewakili kepentingan-kepentingan warga dan memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang berbeda, serta menyediakan ruang suksesi kepemimpinan politik secara damai. Sehingga dapat disimpulkan partai politik sebagai wadah atau sarana warga negara dalam proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan, sekaligus sebagai media interaktif antara negara dengan warga.
Partai politik berperan sangat sentral dalam proses perumusan kebijakan apalagi untuk partai politik yang dominan dalam parlemen, hal ini memungkinkan mempunyai kesempatan untuk memformulasikan kebijakan terbaik  untuk masyarakat. 
3. Media Massa
Dalam konteks kebijakan publik, media massa memeliki pengaruuh dalam ranah agenda setting, sehinga media massa mempunyai kemampuan untuk mendorong bahkan menggerakan massa atau kelompok untuk mengatur agenda setting. Kemampuan tersebut berupa dengan cara mempublikasikan isu tertentu secara terus menerus dengan harapan mengkonsentrasikan perhatian pembaca, pendengar tentang isu yang sedang diangkat.
4. Warga Negara Sebagai Individu
Dalam perumusan kebijakan seringkali warga negara secara individu sering diabaikan, karena kelompok kepentingan, kelompok penekan dan partai politik jauh lebih ambil peran. Hal ini kurang baik karena kepentingan warga negara secara individu kerap terdistrosi oleh kepentingan kelompok ataupun partai sehingga terjadi perbedaan-perbedaan dalam harapannya. Tetapi bisa dilihat pula keterlibatan warga negara secara individu keterlibatan mereka dalam pemilihan umum. Sebab pemilihan umum pada negara-negara demokrasi secara tidak langsung menambah kepedulian pejabat publik pada kepentingan warga negaranya, khususnya pada pelibatan mereka dalam proses pembuatan kebijakan publik.
Dalam perumusan kebijakan publik menurut Dye (Dasar-Dasar Kebijakan Publik 2020:103) setidaknya ada sembilan model formulasi kebijakan, yaitu (i) model sistem, (ii) model elit, (iii) model kelembagaan, (iv) model kelompok, (v) model proses, (vi) model rasional, (vii) model inkremental, (viii) model pilihan publik, dan (ix) model teori permainan. Tetapi diantara sembilan model tersebut yang sering digunakan adalah model proses. 
Dalam model proses kebijakan publik dimaknai sebagai suatu aktivitas yang menyertakan rangkaian kegiatan yang berujung pada evaluasi kebijakan publik. Secara singkat model ini memformulasikan standar-standar yang seharusnya dilakukan oleh para aktor kebijakan agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan apa yang ingin dicapainya. 
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Gambar 2.1
Formulasi Kebijakan Model Proses Menurut Patton-Savicky

1.2.2 Evaluasi Kebijakan Publik
Evaluasi kebijakan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk melakukan pengamatan dan penilaian dari pelaksanaan suatu kebijakan, apakah kebijakan tersebut berhasil dilaksanakan apa tidak, yang berdasarkan penentuan berdasar yang telah dibuat.
Evaluasi Kebijakan menurut Lester & Stewart (Dasar-dasar Kebijakan Publik 2020:179) adalah untuk menilai konsekuensi kebijakan yang ditunjukan oleh dampak-dampaknya dan menilai berhasil atau tidaknya suau kebijakan berdasar pada kriteria dan standar yang dibuat.

Menurut Jones (Dasar-dasar Kebijakan Publik 2020:181) evaluasi kebijakan merupakan suatu aktivitas yang dirancang untuk menilai manfaat dari suatu kebijakan atau program pemerintah termasuk mencangkup sub-sub kegiatan seperti spesifikasi objek, teknik pengukuran, metode analisis, dan rekomendasi yang dihasilkannya.

Chelimsky & Sadish (Dasar-dasar Kebijakan Publik 2020:183) berpendapat bahwa evaluasi kebijakan adalah suatu penentuan dari hasil-hasil yang diperoleh dari beberapa kegiatan yang dirancang untuk memenuhi sasaran dan tujuan yang bernilai tertentu.

Sehingga dapat disimpulkan evaluasi kebijakan adalah untuk menilai sejauh mana kebijakan diimplementasikan, dengan mengukur dampak dan manfaatnya apakah kebijakan tersebut berjalan dengan baik apa tidak, jika tidak maka akan direkomendasikan untuk menyempurnakan kebijakan.
Menurut William N. Dunn ada tiga fungsi evaluasi kebijakan, meliputi :
1. Seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan atau program.
2. Apakah tindakan-tindakan yang ditempuh sudah benar-benar efektif, responsif, akuntabel, dan adil. Hal ini dilakukan guna mengetahui kebijakan tersebut tercapai tujuannya dan tepat sasaran saat diimplementasikan ke warga negara.
3. Apasaja dampak dari kebijakan itu sendiri. Dalam hal ini harus dapat membedakan output dan outcome yang dihasilkan dari suatu implementasi kebijakan. Sehingga akan memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya oleh masyarakat.
Menurut Dunn (1994) ada kriteria-kriteria yang bisa digunakan saat melakukan evaluasi kebijakan. Kriteria-kriteria tersebut dioperasionalkan secara restropektif (ex-post), manakala kriteria rekomendasi dioperasionalkan secara prospektif (ex-ante).
Tabel 2.2
[image: ]Kriteria Evaluasi Kebijakan Dunn


Sedangkan itu menurut Leo Agustino (2020) model evaluasi kebijakan publik terdiri dari lima kriteria, yang diantaranya :
1. Sumber Daya Aparatur (SDA) 
Pada SDA ini evaluator melakukan evaluasi pertama kali terhadap aparatur. Sudah sejauhmana mereka memahami dan mengerti apa yang harus mereka kerjakan, mereka buat, dan sebagainya. Jika aparatur tidak memahami tugas dan fungsinya dalam melakukan tugas, maka dapat dipastikan hasil evaluasi tidak akan berubah positif.
2. Kelembagaan
Pada bagian ini koordinasi yang berjalan lancar, diskresi yang fleksibel, sistem dalam organisasi, dan sinergritas antar-lembaga yang menjadi indikasi arah evaluasi yang positif. Pada sinergritas kelembagaan menjadi kunci keberhasilan suatu kebijakan.
3.  Sarana, Prasarana, dan Teknologi
Pada bagian ini dapat digunakan untuk menilai suatu evaluasi kebijakan. Sehingga sarana, prasarana dan teknologi menjadi hal yang penting dalam mengevaluasi kebijakan publik.
4. Finansial
Dukungan keuangan merupakan hal yang penting dalam menilai suatu kebijakan. Jika tidak ada daya dukungan dari finansial maka pelaksanaan kebijakan akan tertunda.
5. Regulasi (Pendukung)
Pada bagian ini terkadang memerlukan regulasi pendukung agar kebijakan dapat dioperasionalkan lebih aktif. Sehingga dalam evaluasi kebijakan dapat dinilai juga keberasilannya (atau tidaknya) yang sangat dipengaruhi oleh ada atau tidaknya regulasi pendukung.
Evaluasi kebijakan dapat juga dievaluasi dalam hubungannya dengan perubahan masyarakat. Hal ini diliat dari dampak yang terjadi atau outcomes suatu kebijakan. Dampak kebijakan tidak seperti yang direncanakan, karena berhubungan dengan ketidakpastian lingkungan dan kemampuan administrasi dalam melaksanakan kebijakan. Sehingga suatu kebijakan tidak boleh merasa cukup hanya dari selesainya pelaksanaan tetapi termasuk sebelum adanya evaluasi akhir yang dampak yang dihasilkan dari kebijakan tersebut.
Sejalan dengan itu Dye (1992) mengelompokkan dampak kebijakan atas lima komponen, sebagai berikut :
1) Dampak atas kelompok sasaran atau lingkungan,
2) Dampak atas kelompok lain,
3) Dampak atas masa depan,
4) Dampak atas biaya langsung, dan
5) Dampak atau biaya tidak langsung.
Ukuran keberhasilan kebijakan memiliki dampak positif bagi para pihak terkait yang terkena dampak kebijakan tersebut. Untuk mengukur keberhasilan kebijakan dapat dilakukan dengan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Apabila anggota masyarakat dapat merasakan dampak kebijakan yang diterima dengan baik, maka dapat dinilai kebijakan tersebut positif.
Evaluasi kebijakan publik merupakan langkah terakhir dari proses implementasi kebijakan, dan evaluasi tersebut harus dilakukan secara beruntun dari proses pembuatan kebijakan. Dengan demikian keberhasilan kebijakan dinilai meliputi isi, pelaksanaan dan dampak yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut dapat dievaluasi secara optimal.
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(JKN-KIS)

Jaminan Kesehatan Sosial atau JKN adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh masyarakat Indonesia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. JKN diselenggarakan dengan memanfaatkan asuransi kesehatan yang tertuang pada UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN yang memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan yang mendasar di bidang kesehatan sehingga layak untuk diberikan kepada individu yang sudah membayar iuran atau iuran tersebut ditanggung oleh pemerintah.
Merupakan suatu hal yang wajib bagi seluruh masyarakat indonesia mempunyainya, dikarenakan agar semua masyarakat terlindungi dalam sistem asuransi, sehingga masyarakat yang memilikinya sudah terjamin asuransi dan akan adanya keringanan saat pembayaran pada pelayanan kesehatan. 
Dalam pelaksanaannta JKN menggacu pada prinsip SJSN, diantaranya :


1. Prinsip Kegotong-royongan
Yaitu peserta mampu membantu peserta yang kurang mampu. Sehingga peserta yang sehat membantu peserta yang sakit. Dengan begitu sistem ini bersifat wajib bagi seluruh penduduk di Indonesia.
2. Prinsip Nirlaba
Pengelolaan dana BPJS bukan untuk mencari keuntungan, sebalikya mememiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan peserta. Sehingga dana yang dikumpulkan dari para peserta akan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan peserta.
3. Prinsip Portabilitas
Yaitu memberikan jaminan yang berkelanjutan kepada peserta sekalipun mereka pindah pekerjaan atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Prinsip Kepesertaan Bersifat Wajib
Yaitu seluruh rakyat Indonesia wajib untuk menjadi peserta JKN agar dapat dilindungi oleh asuransi. Tetapi dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan ekonomi rakyat dan pemerintah serta kelayakan penyelenggaraan program.  
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 Pasal 6 menyatakan Kepesertaan Jaminan Kesehatan bersifat wajib dan mencangkup seluruh penduduk Indonesia. Pada UU SJSN diamanatkan bahwa seluruh penduduk wajib menjadi peserta jaminan kesehatan termasuk Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal di Indonesia lebih dari 6 bulan. Untuk menjadi peserta harus membayar iuran Jaminan Kesehatan. Bagi yang memiliki upah maka besar iurannya berdasarkan presentase upah yang dibayar oleh pekerja dengan pemberi pekerjaan. Bagi yang tidak memiliki gaji nominalnya ditentukan dengan nilai nominal tertentu, dan untuk masyarakat miskin yang tidak mampu membayar iuran maka iurannya ditanggung oleh pemerintah. Sehingga dalam kepesertaan digolongkan menjadi dua, yaitu kepesertaan mandiri dan peserta penerima bantuan iuran.
1. Kepesertaan Mandiri
Pada kepesertaan ini yang termasuk didalamnya diantaranya pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, bukan pekerja, dan bayi yang baru lahir.
a. Pekerja Penerima Upah 
Pada pekerja penerima upah atau gaji seperti Pegawai Negeri Sipil (ASN), anggota TNI dan Polri, Pejabat Negara, Pegawai Pemerintah non ASN, Pegawai Swasta, dan pekerja yang tidak termasuk termasuk diatas tetapi menerima upah/gaji.
Bagi pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau disabilitas diatur sebagai mana dalam masa enam bulan tidak mampu kembali bekerja akan dimasukan kedalam kategori PBI, sedangkan dalam jangka waktu enam bulan mendapatkan pekerjaan kembali maka dapat memperpanjang masa status dan melanjutkan pembayaran iuran.
b. Pekerja Bukan Penerima Upah
Adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri. Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia palng singkat enam bulan. Begitupun dengan pekerja lain seperti Notaris, pengacara, Dokter Praktik Swasta/Bidan Praktik Swasta, Pedagang/Penyedia Jasa, Petani, Peternak, Nelayan, dan pekerja mandiri lainnya.
c. Bukan Pekerja
Yang termasuk kategori ini seperti Investor, Pemberi Kerja, Penerima Pensiunan, Veteran, dan Perintis Kemerdekaan.
d. Bayi Yang Baru Lahir
Yang dimana bayi tersebut didaftarkan terhitung sejak terdeteksi adanya denyut jantung bayi dalam kandungan, dengan dilampirkan surat keterangan dari dokter atau bidan. Dalam surat keterangan tersebut setidaknya mengandung informasi mengenai deteksi denyut jantung, usia bayi dalam kandungan, dan hari perkiraan lahir. Iuran pertama dilakukan paling cepat setelah bayi dilahirkan dalam keadaan hidup dan paling lambat 30 hari kalender setelah perkiraan lahir.
2. Peserta Penerima Bantuan Iuran
Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan yaitu fakir miskin dan orang yang tidak mampu. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunya sumber mata pencahariannya tetapi mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan hidup yang layak, bagi kebutuhan diri dan keluarganya. Orang yang tidak mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran bagi dirinya maupun keluarganya. Kategori fakir miskin dan tidak mampu :
a. Fakir miskin dan orang tidak mampu yang terdaftar.
b. Fakir miskin dan orang yang tidak mampu yang belum terdaftar. Seperti Gelandangan, pengemis, korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah sosial, masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat, penghuni rumah tahanan, peserta program keluarga harapan menggunakan kartu keluarga harapan, penerima bantuan langsung sementara masyarakat, dan perseorangan penerima program beras miskin.
Cara Pendaftarannya yaitu untuk pendaftaran PBI tidak dapat dilakukan secara perorangan, tetapi melalui proses verifikasi, validasi, dan penetapan sasaran menjadi PBI sebagaimana telah diatur oleh Kementerian Sosial RI. Informasi selanjutnya dapat menghubungi Dinas Sosial kab/kota. Di tingkat daerah, pendaftaran penduduk PBI APBD diatur tersendiri oleh Pemerintah Daerah (Pemda) masing-masing. Pada umumnya, penduduk yang didaftarkan oleh Pemda adalah penduduk miskin dan tidak mampu yang tidak terdaftar sebagai peserta Jamkesmas atau PBI APBN.
Pada masyaraka fakir miskin dan yang tidak mampu jika sudah terdaftar pada PBI maka akan mendapatkan KIS. Pada kartu tersebut dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, dan masyarakat yang sudah terdaftar tidak perlu lagi membayar iuran setiap bulannya dikarenakan iuran tersebut sudah ditanggung oleh pemerintah.
Masyarakat hanya cukup membawa kartu tersebut saat berobat dan kartu tersebut bisa langsung digunakan jika sudah terdaftar aktif pada aplikasi JKN.
Dengan adanya KIS masyarakat fakir miskin dan yang tidak mampu sangat terbantu dengan keringanan biaya pengobatan pada tempat kesehatan. Tidak dapat dipungkiri bahwa biaya kesehatan sangat mahal, maka dari itu untuk mewujudkan kesejahteraan sosial pemerintah membuat program JKN-KIS yang dimana sasaran tersebut bagi masyarakat yang tidak mampu.
Diharapkannya dengan adanya KIS masyarakat fakir miskin dan tidak mampu bisa memanfaatkan secara maksimal pada penggunaan kartu tersebut. KIS akan terbaca aktif jika masyarakat menimal menggunakan kartu tersebut sebulan sekali, dan maksimal 6 bulan sekali. Jika peserta KIS tidak menggunakan kartu tersebut selama 6 bulan maka dari server pusat akan secara otomatis menonaktifkan penggunaan kartu tersebut, karena dianggap masyarakat sudah mampu dan sudah tidak membutuhkan KIS. 
Jika sudah terbaca nonaktif maka peserta harus mengurus surat keterangan di pemerintah desa yang nantinya oleh pemerintah desa akan dikirim surat tersebut ke Dinas Sosial Kabupaten.
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Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting (Sugiono, 2014:65). Indonesia merupakan negara yang berkembang dimana terdiri dari penduduk yang sangat banyak dan beraneka ragam suku dan budayanya. Tentunya dengan keaneka ragam tersebut suatu negara mempunyai berbagai masalah yang dapat menghambat kemajuan negaranya, banyak faktor-faktor tertentu yang membuat menghambatnya kemajuan suatu negara, seperti kesenjangan ekonomi, menurunya tingkat pendidikan dan kesehatan yang dimana kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya.
Kesejahteraan merupakan hal yang menjadi perhatian pemerintah Indonesia dalam rangka mewujudkan Indonesia yang sejahtera. Maka dari itu pemerintah memberikan segala kebijakan dan programnya agar masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan program tersebut sebaik-baiknya demi terwujudnya kesejahteraan.
Salah satu faktor yang menjadi perhatian pemerintah adalah kesejahteraan dalam  bidang kesehatan. Jika tubuh masyarakat sehat maka akan mampu menjalankan segala aktifitasnya dengan baik. Tidak dapat dihindari jika Indonesia masih banyaknya masyarakat miskin yang mengalami kesulitan keuangan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Tercatat jumlah penduduk miskin pada September 2022 sebesar 26,36 Juta orang dengan pendapatan yang sebesar Rp. 535.547.- /Kapita/Bulan. Dengan pendapatan yang minim akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan kesehatannya. Maka pemerintah membuat Undang-Undang Tahun 2004 Nomor 40 Tentang SJSN mensyaratkan kesesuaian dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak diberikan kepada orang yang tidak mampu yang iuran tersebut dijamin oleh pemerintah. Sehingga bagi fakir miskin yang terdaftar akan mendapatkan media berupa Kartu Indonesia Sehat (KIS).
Media tersebut memuat identitas agar memudahkan pekerja untuk mencatatnya di data base agar terbaca apakah peserta tersebut sudah terdaftar dalam program yang ditawarkan. Penggunaan media didorong oleh adanya kebutuhan serta tujuan peserta itu sendiri, sehingga kapan dan bagaimana peserta menjadi aktif dalam menggunakan media tersebut dan menjadi kurang aktif dalam menggunakan media tersebut yang nantinya akan menimbulkan dampak dari penggunaan media itu. 
Dalam pelaksanaan program JKN-KIS ini ditemukan beberapa permasalahan yang dapat menghambat proses program JKN-KIS di desa Sindangkempeng Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan, sehingga perlu dilakukannya evaluasi kebijakan supaya program JKN-KIS dapat tercapai tujuannya. Evaluasi kebijakan yang digunakan yaitu menurut Leo Agustino (2020) dimana ada lima kriteria dalam mengukur seberapa jauh keberhasilan program atau kebijakan publik diimplementasikan, kriteria tersebut meliputi sumber daya aparatur (SDA), kelembagaan, sarana, prasarana & teknologi, finansial, dan regulasi.
Dalam evaluasi program JKN-KIS ditemukan beberapa masalah yang membuat program JKN-KIS belum optimal, seperti kurang minatnya masyarakat untuk mengikuti acara kesehatan di Balai Desa Sindangkempeng sehingga tidak mengetahui informasi tentang KIS yang berdampak pada menonaktifkan kepesertaannya, tidak memiliki gadget untuk mengakses informasi tentang program KIS pada aplikasi mobile-jkn, serta web pemerintahan desa yang seringkali tidak bisa diakses. 
Dari permasalahan-permasalahan tersebut perlu dilakukannya upaya supaya program JKN-KIS dapat berjalan optimal, seperti dilakukannya sosialiasi secara tertulis dimana dibuat pengumuman secara tertulis yang ditempatkan mudah diakses oleh seluruh masyarakat, selanjutnya dilakukan sosialisasi kepada organisasi pemuda di Desa Sindangkempeng untuk membatu orang tua atau keluarganya dalam mengakses aplikasi mobile-jkn, dan jika web dilakukan pemeliharaan dilakukannya pemberitahuan sampai kapan web tersebut dilakukannya pemeliharaan untuk mengefektifkan waktu masyarakat dalam mengurus pengajuan kepersertaan KIS.
Dengan dilakukannya upaya supaya program JKN-KIS dapat berjalan optimal diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bidang kesehatan khususnya bagi masyarakat fakir miskin. Hal tersebut bisa dilihat pada gambar dibawah ini:
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